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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya 

Kedaulatan Rakyat yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

kemudian diubah dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini 

menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang 

kedaulatan
1
 rakyat dalam UUD 1945.  Terjadi pergeseran yang sangat 

fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang 

supremasi atau kekuasaan tertinggi. Pergeseran tersebut beranjak dari supremasi 

MPR menuju supremasi Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dikemukakan 

Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan 

perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

tentang pengaturan kekuasaan tertinggi, dimana pemilik kekuasaan tertinggi 

dalam negara adalah rakyat.
2
 

Hal ini tentu memberikan implikasi yang besar dalam proses pemenuhan 

kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. 

                                                           
1
 Kata Kedaulatan berasal dari kata sovereignty (bahasa Ingris), souverainete (bahasa 

Prancis), sovranus (bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata Latin superanus 

yang berarti “yang tertinggi” (supreme). Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan 

pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah superanus itu, yaitu summa potestas 

atau  plenitudo potestatis, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. Lebih 

lanjut lihat Ni’matul Huda, 2012, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 169. 
2
 Khairul Fahmi, 2012,  Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm 5. 
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Perubahan ini mempengaruhi proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang 

awalnya ditetapkan oleh beberapa perwakilan rakyat pada saat penunjukan 

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M.Hatta pada saat kemerdekaan Indonesia, 

kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia.
3
 Seiring semangat reformasi dari para pejuang reformasi 

untuk mengubah UUD 1945 juga berimplikasi kepada proses pemilihan presiden 

yang pada awal mulanya dilakukan oleh beberapa perwakilan rakyat atau 

pemilihan tidak langsung kemudian bergulir kepada pemilihan yang dilakukan 

secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). UUD 1945 hasil 

amandemen mengarah pada penguatan dan purifikasi sistem pemerintahan 

presidensial
4
 yang antara lain di implementasikan dengan pemilihan 

presiden/wakil presiden secara langsung.
5
  

Pemilu merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan 

mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara, sebagaimana 

dirumuskan International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok 

pada 1965 bahwa: 

                                                           
3
 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, untuk pertama kalinya dilakukan 

pada 18 Agustus 1945, tepatnya ketika rapat yang mengesahkan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. Secara konstitusional , sandaran hukum pemilihan presiden dapat 

ditemukan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 naskah asli yaitu melalui pemilihan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada awal kemerdekaan, kondisi empiris kenegaraan 

belum mampu mengadakan suatu pemilihan umum untuk membentuk Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Sehingga  membuat pilihan penunjukan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden dalam rapat pengesahan UUD 1945. Untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) UUD 

1945, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang “Tata cara Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia”. Salah satu pertimbangan penting lahirnya ketetapan ini 

adalah bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia belum pernah ada peraturan yang mengatur 

tentang cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
4
  Saldi Isra, 2014, 10 Tahun Bersama SBY, Kompas, Jakarta, hlm 131. 

5
 Moh.Mahfud MD, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen 

Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 55. 
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“Representation government is a government deriving its power and 

authority from the people which power and authority are exercised 

throught representative freely choosen and responsible to them.”
6
 

 

Sehingga untuk menjalankan pesta demokrasi yang langsung, umum, 

rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) perlu didukung oleh semua perangkat mulai 

dari pengaturan perundang-undangan sampai kepada aparatur pelaksana dari 

Pemilu tersebut. Pelaksanaan Pemilu dari era orde lama hingga reformasi tentu 

mengalami dinamika perubahan dalam setiap pelaksanaannya.  Menurut paham 

kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur  diri mereka sendiri 

(demokrasi). Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi 

dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah 

yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara.
7
 Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-

pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir 

rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai 

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara. 

Sebab, kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.
8
 Bahwa Pemilu 

secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945; dan melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas 

                                                           
6
 Janedri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 

hlm 3. 
7
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam Jimly Ashiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu 

Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 413. 
8
 Refly Harun, 2016, Pemilu Konstitutional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini 

dan ke Depan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 33. 
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luberjurdil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.
9
 

Dilihat dari konstruksi UUD 1945 pada BAB III tentang Kekuasaan 

Pemerintahan Negara, pasal 6A
10

  telah mengalami empat kali perubahan. 

Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 

pasal ini memang tidak memberikan ruang adanya pilpres calon tunggal. Hal ini 

dapat dilihat dari pasal 6A ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu dipilih oleh rakyat secara 

langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden.” Dari frasa pasal ini jelas bahwa UUD 1945 

menyatakan adanya dua pasangan calon. Artinya UUD 1945 tidak menghendaki 

adanya calon tunggal atau satu pasangan calon dalam Pilpres. Namun jika dikaji 

lebih mendalam pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang lahir 

atas kehendak Pasal 6A ayat (5) yaitu “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Permasalahannya 

                                                           
9
 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali. 
10

 Ayat (1) bebunyi bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat”. Ayat (2): “Pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum.”. Ayat (3):”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan 

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 

Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Ayat (4): “Dalam hal tidak ada 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan 

pasangan calon yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden.” Ayat (5): “ Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang.” 
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adalah pada UU Pilpres ini tidak mengakomodir kepastian hukum apabila selama 

batas waktu masa tenggang pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik 

atau gabungan partai politik tidak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil 

Presiden dalam masa tenggang tersebut, dan hanya terdapat satu calon yang 

terpenuhi maka akan membuka ruang untuk munculnya calon tunggal dalam 

pelaksanaan pesta pemilu, hal ini terdapat pada Bab IV tentang Pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres 

yaitu “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.” 

Namun, pasal ini sudah dinyatakan inskonstitusonal atau sudah dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada Pasal  23 ayat (1) yaitu “Dalam hal salah 

satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai 

pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon 

pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon 

berhalangan tetap.” 

Pasal ini memang memberikan waktu tenggang untuk pencalonan 

kembali pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun tidak memberikan 

alternatif penyeleaian apabila tidak ada calon yang mendaftar. Senada dengan 

pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Pilpres , “ Dalam hal salah satu 

calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye 

sampai hari pemungutan sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua 

pasangan tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh 
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KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon 

pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.” 

Namun tidak terdapat frasa lanjutan sebagai solusi apabila hanya muncul satu 

pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden.  

Ketentuan mengenai calon tunggal ini juga pernah terjadi pada saat 

Pemilu kepala daerah yang terjadi di beberapa daerah yang hanya mencalonkan 

satu pasangan calon atau yang dikenal dengan calon tunggal kepala daerah yang 

kemudian dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui 

putusannya Nomor 100/PUU-XIII/2015. Jika menilik lebih dalam konstruksi UU 

Pilpres dapat menimbulkan permasalahan yang sama pada tahapan Pilpres yaitu 

melawan kotak kosong. Presidential Threshold
11

 atau ambang batas yang tinggi di 

Indonesia juga menjadi salah satu faktor untuk membuka peluang besar untuk 

terjadinya calon tunggal yang membuat ketidakmampuan partai politik 

mencalonkan kader mereka untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang 

Pemiliham Umum (Calon Legislatif, Presiden dan kepala daerah)
12

 yang akan 

                                                           
11

 Presidential Threshold adalah ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan 

calon wakil presiden bagi Parpol yang akan mengikuti Pilpres. Selain PT dalam Pemilu Indonesia 

juga dikenal istilah Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold . Parliamentary Threshold 

adalah ambang batas perolehan suara minimal Parpol dalam Pemilu untuk diikutkan dalam 

penentuan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Sedangkan Electoral Threshold merupakan ambang 

batas keikutsertaan Parpol peserta Pemilu untuk Pemilu berikutnya. Penjelasan lebih lanjut dapat 

dibaca dalam Khairul Fahmi, 2012, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm.183. 
12

 Membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan 

Pasal 112  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum yang bertentangan 
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dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019  mengharuskan negara segera 

memikirkan secara matang konsep ketatanegaraan dalam penyelenggaraan Pilpres 

karena akan sulit jika pelaksanaan Pilpres nantinya serentak dengan Pemilu 

legislatif. Sehingga permasalahan dalam penyelenggaraan Pilpres ini harus segera 

diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dalam 

pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 nanti. 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden meliputi:
13

 

a. penyusunan daftar Pemilih; 

b. pendaftaran bakal Pasangan Calon; 

c. penetapan Pasangan Calon; 

d. masa Kampanye; 

e. masa tenang; 

f. pemungutan dan penghitungan suara; 

g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 

h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 

Jika ditilik dari proses tahapan dilaksanakannya Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, terdapat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon 

sebelum di tetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

akan maju ke kontestan Pemilu. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jika 

                                                                                                                                                               
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 9 dinilai konstitusional dan merupakan open legal 

policy bagi pembentuk Undang-Undang. 
13

 Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. 
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dilihat komposisi UU Pilpres ini, hanya memberikan batasan waktu untuk 

pendaftaran sebagai calon pasangan selama 30 hari
14

 jika tidak terdapat pasangan 

yang mendaftar sebagai calon presiden lagi maka apakah pemilu presiden ini akan 

tetap dilaksanakan dengan calon tunggal. Sehingga hal inilah yang harus di cegah 

agar tidak adanya pemilu presiden calon tunggal. 

Secara teoritik model demokrasi di bagi dalam 4 (empat) level, 

sebagaimana dipopulerkan oleh Baron, yakni:
15

 

a. Demokrasi Elektoral (Electoral Democracy) 

Pada level ini, demokrasi ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi 

antar partai, guna memperebutkan suara pemilih. Level demokrasi ini 

mengabaikan esensi demokrasi, dan semata-mata ditunjukkan untuk 

menempatkan para wakil terpilih pada posisi-posisi puncak legislatif dan 

eksekutif. 

b. Demokrasi Politik (Political Democracy) 

Level ini sedikit lebih maju dari level pertama melalui pembentukan rezim 

politik yang pada derajat tertentu, mampu tampil sebagai perwakilan 

politik yang efektif, melaksanakan pembagian kekuasaan secara murni, 

meningkatkan mekanisme partisipasi rakyat melalui gelar pendapat umum 

(referendum) dan konsultas popular, memperkuat badan legislatif, 

menciptakan komisi-komisi khusus untuk mengontrol cabang eksekutif, 

menjamin hak rakyat untuk mengakses informasi, mengembangkan 

pembiayaan publik terhadap kampanye politik, membentuk lembaga-

                                                           
14

 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres. 
15

 Agus Riwanto, 2016, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Thafa 

Media, Yogyakarta, hlm 32. 
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lembaga yang bisa meminimalisir peran lobi dan kepentingan pribadi 

kelompok. Singkatnya, pada level ini bisa disebut sebagai “demokrasi 

partisipatoris” yang untuk beberapa tempat di Amerika Latin bisa berjalan. 

c. Demokrasi Sosial (Social Democracy) 

Level ini merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang melekat pada 

dua level demokrasi sebelumnya. Misalnya kewargaan sosial, jaminan 

yang luas akan spektrum hak-hak warga negara seperti standar hidup, 

akses terhadap pendidikan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 

d. Demokrasi Ekonomi (Eonomic Democracy) 

Level terakhir ini merupakan penghalusan dari apa yang disebut Lenin 

sebagai revolusi ekonomi. Dalam istilah Baron tidak ada sektor yang lebih 

bernilai politik ketimbang ekonomi. Dalam makna ini, pertarungan atau 

kompetisi politik, bukanlah semata-mata untuk politik itu sendiri, 

melainkan untuk memenangkan kontrol atas sumberdaya ekonomi yang 

terbatas. Dengan demikian, mereka yang mengontrol ekonomi, dengan 

sendirinya mengontrol politik. pengertian ini dengan jelas membalik 

argumen penganut demokrasi liberal, bahwa wilayah politik terpisah dari 

wilayah ekonomi. 

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini tentu tidak terlepas dari adanya 

partai politik. Kehadiran Partai Politik dalam kehidupan demokrasi sangat 

penting. Perannya begitu strategis dan erat kaitannya dengan kepentingan publik. 

Hampir seluruh elemen demokrasi bersentuhan dengan partai politik, baik 
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langsung maupun tidak. Karena itu, patut kiranya Partai Politik diletakkan sebagai 

institusi publik.
16

 

          Partai Politik adalah agen demokrasi, yang penting untuk setiap sistem yang 

ingin mewakili dan melembagakan aturan massa.
17

 Partai menjadi penghubung 

antara yang diperintah dan pemerintah, dan wahana untuk menyalurkan kebutuhan 

perwakilan ke atas.
18

 Kondisi kepartaian di Indonesia sekarang justru 

menunjukkan adanya permasalahan dalam pembiayaan dan pengadaan sumber 

daya manusia partai. Partai dinilai tidak memiliki garis ideologi perjuangan yang 

jelas dan konsisten. Kebijakan politik yang diambil cenderung pragmatis dan 

mengejar kekuasaan (office seeking). Peran modal semakin mendominasi 

ditengah-tengah sistem yang sangat terbuka dan menuntut persaingan yang ketat. 

Merasionalisasi pertarungan bebas, partai kemudian meninggalkan proses 

pengkaderan yang baik dan tertata. Kecendrungan itu terlihat dalam pencalonan 

kepala daerah dan wakilnya. Lihat saja mekanisme pencalonan yang dilakukan 

partai politik, cenderung merasionalisasikan pencarian sosok yang popular dan 

paling tidak “mampu” mendongkrak popularitasnya. Karena itu harap maklum 

jika calon  kepala daerah maupun calon Presiden dan wakil Presiden didominasi 

penguasa dunia hiburan dan pengusaha sebagai pemilik modal, meskipun bukan 

kader partai. Persoalan itu yang kemudian terjawab dari munculnya fenomena 

                                                           
16

 Veri Junaidi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No.1, November 2012, Anomali Pendanaan dan 

Rekrutmen Politik di Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 51. 
17

 Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, Handbook Partai Politik, Nusa Media, 

Bandung, hlm 38. 
18

 Ibid. 
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politisi kutu loncat. Berpindah dari satu partai ke partai lain sesuai kepentingan 

masing-masing.
19

 

Richard Katz dan Peter Mair berdasarkan pada dokumentasi dan laporan-

laporan partai menyimpulkan bahwa organisai partai di negara-negara demokrasi 

Barat telah berevolusi atau beradaptasi sejak tahun 1960-an mengalami penurunan 

di delapan negara dalam proporsi pemilih yang merupakan anggota partai. Terdiri 

dari penurunan sedang (Swedia) ke penurunan lebih drastis (Denmark; 21,1% dari 

pemilih pada awal 1960-an ke 6,5% pada akhir 1980-an). Artinya, keanggotaan 

partai gagal mengikuti ekspansi dalam jumlah penduduk.
20

  Sebagai contoh yaitu 

pada pelaksanaan Pilpres tahun 2009 diramaikan dengan wacana kemungkinan 

calon presiden tunggal.  

Reaksi yang paling ekstrem adalah suara dari parpol yang akan 

melakukan boikot dalam Pilpres 8 Juli saat itu. Dalam UU Pilpres tidak diatur jika 

hanya ada satu calon pasangan presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke 

KPU.
21

 Selain itu, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan, jika salah satu calon atau 

pasangan calon berhalangan tetap, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 

dua, KPU dapat menunda pelaksanaan pemilu paling lama 30 hari. Namun, dalam 

UU tersebut tidak diatur mekanisme lanjutan jika sampai 30 hari tidak ada 

pasangan calon pengganti. Sehingga beberapa faktor yang memungkinkan hanya 

satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maju sangat terbuka lebar. 

Hal ini juga disebabkan antara lain, adanya koalisi yang terlalu besar dan kuat 

                                                           
19

Ibid. 
20

Ibid.. 
21

 Suharizal, Legalitas dan Implikasi Calon Tunggal pada Pemilu Presiden 2009,Jurnal 

Konstitusi,Volume II Nomor 1 Juni 2009, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hlm 51. 



 

12 
 

sehingga tidak ada partai yang berpeluang untuk memenangkan Pilpres. Kedua, 

ada kekecewaan banyak partai terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
22

 Dari 

uraian tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan pilpres 

dapat terjadinya calon tunggal.  

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam 

lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang 

dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan permasalahan yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan pemilihan umum presiden calon tunggal menurut 

Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden? 

2. Bagaimana implikasi calon tunggal Presiden dan  Wakil Presiden terhadap 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaturan pemilihan umum presiden calon tunggal 

menurut Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden. 

                                                           
22

 Ibid. 
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2. Untuk mengetahui implikasi calon tunggal Presiden dan  Wakil Presiden 

terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

D. Manfaat penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata 

Negara yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil 

presiden dalam konsep pemilu dan kepartaian di Indonesia. 

b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada 

masa yang akan datang. 

c. Sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemikiran bagi peneliti. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, diharapkan 

dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pembaca tentang pengaturan pemilu presiden calon tunggal jika 

dilihat dari pengaturannya pasal 6A UUD 1945 serta UU No. 42 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, serta memahami implikasi yang terjadi apabila 

pemilihan umum presiden dengan calon tunggal. 

b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi 

dalam pembentukan regulasi pemilu presiden dan wakil presiden 

di masa yang akan datang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, atau 

sering dikenal dengan istilah pendekatan yuridis normatif. Penelitian 

hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti 

bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
23

 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan, 

dengan metode pendekatan yang bersifat normatif (doctrinal) ini, 

penelitian akan dilakukan dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-

dokumen hukum dan karya tulis lainnya. Pencatatan terhadap bahan-bahan 

temuan dalam studi kepustakaan ini dilakukan secara teliti dan jelas, serta 

menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan 

penelitian.
24

 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagi berikut: 

                                                           
23

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14. 
24

 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, Cetakan ke-12, hlm. 98. 
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(1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, 

dan hakim
25

 yang digunakan antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang; 

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai 

Politik; 

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik; 

                                                           
25

 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana,  Jakarta, hlm. 140. 
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h. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden; 

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan 

Umum Presiden; 

j. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

k. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

(2) Bahan hukum sekunder (secunder law material) yang digunakan 

antara lain: 

a. Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan yang terdapat 

pada buku, jurnal, hasil riset, dan 

b. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. 

(3) Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan 

(library research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya 
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yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat 

bagian yang memuat kajian tentang penelitian.
26

 

(4) Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara 

pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada 

saat penelitian kemudian membuat rangkuman yang berhubungan 

dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-

angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara 

sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Dalam hal 

pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut berpedoman 

pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 

kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil 

secara umum. 
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 Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 52. 


